BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat

tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Tahun Anggaran 2026;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang—Undang.T
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6931);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor
3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten. 7
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Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur
penyelengaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah
satuan biaya dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman
penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah
kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten
yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPK

dalam menyusun perencanaan anggaran belanja Kabupaten untuk
Tahun Anggaran 2026

(1)
(2)

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SBU.

SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:

a. Standar Harga Satuan Regional; dan

b. Usulan SKPK.

(3) SBU.T




(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(1)
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SBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

C. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar
kantor;

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

e. satuan biaya pemeliharaan; dan

f. satuan biaya lainnya.

SBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan dalam:

a. perencanaan APBK, termasuk referensi penyusunan
proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif
APBK, dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran SKPK; dan

b. pelaksanaan APBK.

Dalam perencanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a, SBU bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak

dapat dilampaui.

Dalam pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b, SBU bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena
adanya kenaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi
anggaran.

Pasal 4

SBU yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6)
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SBU yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam
pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan
APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat
(6) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Dalam hal terdapat Standar Biaya Umum vyang tidak
tertampung di dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilakukan
pemuktahiran Standar Biaya Umum berdasarkan:
a. usulan SKPK;
b. perubahan harga satuan; dan/atau
c. petunjuk teknis ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi.

(2) Pemuktahiran.T
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(2) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas keluar
negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran
kementerian/lembaga.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _2 Januari 2026 M
13 Ra’jab 1447 H

/€BUPATI ACEH BARAT, 4/

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _2 Januari 2026
13 Ra’jab 14

,ﬂ’ Plt. SEKRETAKIS DAERAH
KABUPATENACEH BARAT,

KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR: 2




